LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

b ERIVINES @

NOMOR : 4 TAHUN 2005 SQER D
%~
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG \@x

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG \2\

TATA CARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN H

DENGAN RAHMAT TUHAN Y; MAzA ESA

BUPATI BAN
Menimbang : a. bahwa untuk tersele pembangunan daerah yang efektif,
efisien dan tepat @m diperlukan perencanaan pembangunan

Pasal 27 ayat ndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencan embangunan Nasional perlu adanya pengaturan tentang
tata car

daerah; %e
b. bahwa sehub@ ngan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan

yusunan perencanaan pembangunan daerah;

dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara
sunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menging@s. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun

® 1950);

Q 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
% (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4287);

Q 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
V\ Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4221);
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

N

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Q

S

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Urr%

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001
142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang cana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor ¢/4; \mbahan
Lembaran Negara Nomor 4405);

Keputusan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2002, tentang Pedoman
Administrasi Desa;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor n 2002 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Desa dan n Kepala Desa;
Keputusan Menteri Dalam Negeri r 158 Tahun 2004 tentang

Pedoman Organisssi Kecamatan
Keputusan Menteri Dalam Qgﬁ\l
Pedoman Organisasi Kelur: 2

Peraturan Daerah Ka
Tata Cara Pembe

(Lembaran Dae
D);

Peraturan Da Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang
rganisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);

n Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang
entukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
mbaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri

omor 159 Tahun 2004 tentang

n'Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang
an Teknik Penyusunan Peraturan Daerah
upaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri

)i
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 38 Seri
D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transfaransi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
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dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TATA CARA %
PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Q

N
BAB I V%

KETENTUAN UMUM %

Pasal 1 : %’

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perang&% aerah sebagai unsur

penyelenggara Pernerintahan Daerah.; Y\

4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju ‘ but DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyel rnerintahan Daerah;

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggar. an pemerintahan oleh Pernerintah
Daerah clan DPRD menurut azas oton n tugas pembantuan dengan prinsip
otonorni seluas luasnya dalam sistem e insip Negara Kesatuan Republik Indonesia

’ | Indonesia Tahun 1945;

bangunan Daerah Kabupaten Bandung;

sebagaimana dimaksud dalam UUID R

Bappeda adalah Badan Perencan %

7. Satuan Kerja Perangkat Dae g selanjutnya disebut SKPD terdiri dari Sekretaiat
Daerah, Sekretariat DPR inas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan;

8. Desa atau yang di
masyarakat huk
clan mengur
istiaclat m
Negara

ngan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan
memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
tingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul clan adat
t setempat yang diakui clan clihormati dalam sistem Pernerintahan
Republik Indonesia (NKRI);

esa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

. h Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
% adan Permusyawaratan Desa;

“Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
% disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa
bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

Q 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
% Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa;

13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
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14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah
Kecamatan;

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;

Delegasi Masyarakat adalah peserta Musrenbang yang berasal dari kelompok masyarakat
yang dipilih secara musyawarah untuk mengiktui tahap selanjutnya dalam proseQ
perencanaan dan penganggaran Daerah;

Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dae
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah;

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah tat%a untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jan nengah,
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara peme daerah dan
masyarakat di tingkat Kabupaten dan Desa;

Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, yang selanj disingkat RPJPD,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yan jutnya disingkat RPIJMD,

adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Iima)%

Rencana Pembangunan Jangka Menengah S@ rja Perangkat Daerah, yang

selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah en perencanaan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) t

Rencana Pembangunan Tahunan Da Jyang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), adal en perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun;

Rencana Pembangunan Tah uan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan ja Perangkat daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerj ngkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

. Rencana Pembangun% a Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa,

adalah dokumen pe an desa untuk periode 6 (enam) tahun;

an tahunan Desa yang selanjutnya disebut Rancana kerja
Pembangu a (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1

umusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
per an;

dalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
ujudkan visi;

. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan

visi dan misi;

. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan;

. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan

dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah;
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

42.

Rancangan plafon anggaran indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang
diberikan kepada SKPD dan desa yang dimuat di dalam Rancangan Awal RKPD;

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satua
kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan te
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (s

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau k asi
dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa; ébs

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas aran yang
diharapkan dari suatu kegiatan;

Keluaran (out put) adalah barang atau jasa yang dihasilk |

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tuju

kegiatan yang
m dan kebijakan;

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencermi
kegiatan-kegiatan dalam satu program;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dﬁrdgyang selanjutnya disingkat

fungsinya keluaran dari

Musrenbangda adalah forum antar pelak m rangka menyusun rencana
pembangunan;

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaa
dan dalam mengontrol terhadap proSes
pelaksanaan rencana dan evaluasi r @

Konsultasi publik adalah pros ukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah
daerah yang telah menyiapk rancangan RPJP dan RPIJMD dengan masyarakat
yang akan memberikan ukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk
Musrencang Jangka Panj jangka Menengah;

asyarakat dalam pengambilan keputusan
nyusunan rencana, penetapan rencana,

. Sosialisasi publik lah s penyebarluasan rancangan akhir RPJPD dan RPIMD oleh

Pemerintah Daer ngsung maupun melalui media massa;

. Kepala Satu Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

tugas dan fi erencanaan pembangunan di Daerah Kabupaten adalah Kepala Badan
Perenc% mbangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda;
a

Masyar dalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan

at, maupun penanggung resiko.

E i dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima

RS
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BAB II
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2 @
(1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan n@a

semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara
dalam Wilayah Kabupaten Bandung;

(2) Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan%disusun
secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 0 erintah
Desa sesuai dengan kewenangannya;

(3) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Q{Z) menghasilkan:
a. rencana pembangunan jangka panjang; @\
b. rencana pembangunan jangka menengah; dan Q/
C. rencana pembangunan tahunan. Q
Pasal 3@

(1) Perencanaan Pembangunan Des up penyelenggaraan perencanaan makro

semua fungsi pemerintahan D g meliputi semua bidang kehidupan secara
terpadu dalam lingkungan De
esa

(2) Perencanaan Pembangu
menghasilkan :

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Rencanap nan jangka menengah; dan
b. Renca ngunan tahunan.

Pasal 4

M Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah

ng penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPIJM

Q Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,

% kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja

V\ Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja
dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

V‘ (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
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dilaksanakanlangsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.
Pasal 5 @Q

(1) RPIM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa vy Q
penyusunannya memperhatikan RPJM Daerah, memuat arah kebijakan keu
Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan program Satu@k
Perangkat Desa;

(2) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancan Kegiatan
yang merupakan kewenangan Desa dan di luar kewenangan Desa; \@\

(3) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian dari kewénangnan Desa akan
didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
(4) Kegiatan dalam RKP Desa yang merupakan bagian di @enangan Desa akan

diajukan ke Musrenbang Kecamatan.

\&
Pasal 6 \Q

(1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, , kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai den as dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta berpedoman kepada R ah dan bersifat indikatif;

n kepada Renstra SKPD danmengacu kepada
an kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
puh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

% BAB III

TAHAPAN SUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(2) Renja-SKPD disusun dengan ber
RKPD, memuat kebijakan, pr
oleh Pemerintah Daerah d

Y\ Pasal 7
Tahapan Peny erencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

b. n an rencana;
Q/ gendalian pelaksanaan rencana; dan

.Yevaluasi pelaksanaan rencana.
Pasal 8

% (1) Penyusunan Penyusunan RPJP Daerah dilakukan memalui urutan :
a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;
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b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan

C. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah.
(2) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan daerah;

b. musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dan

C. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan daerah. %D

(3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan : %
a. Penyusunan dan penetapan Fungsi Pembangunan Prioritas;
A3
b. Penyusunan dan penetapan rancangan plafon anggaran indik k SKPD
dan Desa;

Penyiapan rancangan rencana kerja;
d. Penyusunan rancangan akhir rencana kerja pemeri rah.

BAB IV Vg/
PENYUSUNAN DAN PENETAP. %CANA
Bagian Per

Rencana Pembanguna anjang Daerah

n awal RPJP Daerah;
konsultasi publik untuk menerima masukan

(1) Kepala Bappeda menyiapkan r.
(2) Kepala Bappeda menyelen

terhadap rancangan awal R aerah;
(3) Rancangan RPJP Da agaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama
bagi Musrenbang untuk pembahasan RPJP.

%V% Pasal 10

(D) ngda diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-
enyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan masyarakat;

%ur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah :
a. Organisasi masyarakat di tingkat Kabupaten;

Forum warga di tingkat kecamatan;

Organisasi kepemudaan di tingkat Kabupaten;

Organisasi perempuan di tingkat Kabupaten;

Perguruan Tinggi;

m o a0 T

Asosiasi profesi; dan
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g. Media massa.
(3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;

(4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun b
sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan;

(5) Keputusan Musrenbang Jangka Panjang Daerah ditandatangani oleh unsur
pemerintahan Kabupaten dan perwakilan masyarakat yang dipilih dalam Musrenban @

Pasal 11
(1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasi s;enbang
Jangka Panjang Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka j daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
(2) Kepala Bappeda menyelenggarakan sosialisasi publik untuk meneri a ukan terhadap

rancangan akhir RPJP Daerah. ®
Pasal 12 Vg/

RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. %\'

(1) Kepala Bappeda menyiapkan ra gan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi,
misi, dan program Kepal rah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, program priori la Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah;

Rencana Pembang

(2) Kepala Bappeda ggarakan konsultasi publik dalam rangka menerima masukan
untuk rancanga PIMD;

(3) Konsultasi iikuti oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2.

é/ Pasal 14

Q%&epala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancanga awal RPJM
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

QE (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPIJM Daerah dengan menggunakan
V\ rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman
% pada RPJP Daerah.
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Pasal 15

(1) Rancangan RPIJM Daerah menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.

(2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM %
Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan unsur- Q
unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2. @

I |

(4) Keputusan Musrenbang jangka Menengah daerah ditandatangani ole r
Pemerintahan Kabupaten dan perwakilan dari unsur masyarakat yang %h am
L 2

Musrenbang Jangka Menengah Daerah. ;
Pasal 16 \2\
Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud@;sal 15, dilaksanakan

paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. V\

(1) Kepala Bappeda menyusun ra@khir RPIJM Daerah berdasarkan hasil

Pasal 17

Musrenbang Jangka Menengah D

(2) Kepala Bappeda menyeleng an~sosialisasi publik untuk mendapatkan masukan
terhadap rancangan akhir erah.

6@ Pasal 18

(1) RPIJM Da tapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan
stelah aerah dilantik;

(2) Re D ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
S Isesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Q Bagian Ketiga
% Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 19

Q Kepala Desa menyiapkan rancangan awal RPJM Desa sebagai penjbaran dari visi, misi, dan
%V‘ program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah ke dalam

strategi pembangunan Desa, kebijakan umum program prioritas Kepala Desa dana rah
kebijakan keuangan Desa.
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Pasal 20

(1) Rancangan RPJM Desa menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah Desa;

(2) Musrenbang Jangka Menengah Desa diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM %
Desa diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan desa dan unsur-unsur :Q

masyarkarakat;
(3) Unsur masyarakat yang terlibat dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa yait@
a. Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (LPMD); %

. Organisasi masyarakat; %,
PKK atau organisasi perempuan;

b

o

d. Ketua RW;

e. Tokoh masyarakat desa; \2\

f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa; ®

g. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Desa. Yg/

(4) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang J g@ nengah Desa;

(5) Keputusan Musrenbang Jangka Mener@sa ditandatangani oleh unsur
pemerintah desa dan perwakilan dari masyarakat yang dipilih dalam
Musrenbang Jangka Menengah Desa. §

Q@Qaz1

Musrenbang jangka Meneng ‘esx'sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) bulan§\ Kepala Desa dilantik.

&
@ Pasal 22

Kepala Des %JSUI’] rancangan akhir RPJM Desa berdasarkan hasil Musrenbang Jangka
Meneng S

Q® Pasal 23
V\%JM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

: Bagian Keempat

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah
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Pasal 24

(1) Kepala Bappeda menyiapkan Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran
Indikatif untuk tiap SKPD dan Desa.

(2) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan Desa
dimuat dalam rancangan awal RKPD.

(3) Prioritas Fungsi dan Rancangan Plafon Anggaran Indikatif untuk SKPD dan
ditetapkan berdasarkan nota kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daera%
S

(4) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD tahun yang akan d%}
L 2

penjabaran dari RPJM Daerah. ;
Pasal 25 \2\
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan @P\D tahun yang akan

datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ngan mengacu kepada
rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud da sal 24 dan berpedoman pada
Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam J&I A

(2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan peny an ‘rancangan RKPD tahun yang akan
datang dengan menggunakan Renja-Slg\ gaimana dimaksud pada ayat (1).

Q@ié

(1) Musrenbang dalam ran ;ﬁjsunan RKPD yang akan datang diikuti oleh unsur-
unsur penyelenggar. erintah daerah, delegasi masyarakat kecamatan, dan
peserta dari unsu akat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 2;

agai

(2) Musrenbang
a) ke

n dalam rangka menyusun RKPD menghasilkan :
n tentang program;
katan tentang kegiatan;

O
% epakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan, dan

kesepakatan tentang delegasi masyarakat yang akan terlibat dalam proses
pembahasan RAPBD dan Musrenbang Propinsi.

Qg«epala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD yang akan
datang.

%@ Pasal 27

Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan paling
lambat bulan Maret tahun berjalan.

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG 12
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Pasal 28

Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29 @

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menjadi pedoman penyusunan@
(2) Pembahasan RAPBD melibatkan tiga pihak yaitu : %’

a) DPRD yang memiliki hak budget; @‘

b) Pemerintah Kabupaten yang akan menjalankan APBD; dan

c) Delegasi Masyarakat yang dipilih dari peserta Musrenb paten.

Rencana p unan Tahunan Desa

® Pasal 31

Kepala Desa menyiapkan %gan awal RKP Desa tahun yang akan datang sebagai

penjabaran dari RPIM @
%:2 Pasal 32

Kepala I%g!hgkoordinasikan penyusunan rancangan RKP Desa tahun yang akan datang.

Q® Pasal 33

6‘% (1) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP Desa yang akan datang diikuti oleh

unsur-unsur penyelenggara pemerintan desa dan unsur masyarakat sebagaimana

% dimaksud dalam pasal 20 ayat 3.
(2) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP Desa yang akan
datang.
Pasal 34
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(1) Musrenbang penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33
dilaksanakan paling lambat bulan Januari tahun berjalan;

(2) Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan : @6

a. kesepakatan tentang program;

. kesepakatan tentang kegiatan; @

b
c. kesepakatan tentang alokasi biaya untuk kegiatan; dan
d

. kesepakatan tentang delegasi masyarakat desa yang akan terlibat%lam
Musrenbang Kecamatan. -

Pasal 35 \2:@\
Keputusan Musrenbangdes mengenai RKP Desa sebagaima%j@;ud dalam pasal 34
a

ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan perwakilﬁ\ unsur masyarakat yang

dipilih dalam Musrenbangdes. Q
Pasal 3@
Kepala Desa menyusun rancangan ak@esa berdasarkan hasil Musrenbangdes

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35

§ Pasal 37
RKP Desa sebagaiman @&j dalam pasal 36 menjadi pedoman penyusunan RAPB Desa.

@V‘ Pasal 38

RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Qv\ﬁlgian yang berisi usulan kegiatan di luar kewenangan Desa dalam RKP Desa diajukan

V\ kepada pemerintah Kabupaten melalui Musrenbang Kecamatan.

Pasal 39

Bagian Keenam
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Musrenbang Kecamatan
Pasal 40

(1) Camat menyelenggarakan musrenbang kecamatan tahunan dalam rangka b
penyusunan Rekapitulasi Usulan Desa-desa di kecamatan yang akan disampaikan %
dalam Musrenbang Kabupaten dan Forum SKPD;

(2) Musrenbang Kecamatan diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan daerah, insta
pemerintah tingkat kecamatan, delgasi masyarakat desa, dan wakil dari kelom

kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan. %
Pasal 41 %’
(1) Musrenbang penyusunan rekapitualsi usulan desa-desa di ki tan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 40 dilaksanakan paling lambat bulan ri tahun berjalan;
(2) Musrenbang Kecamatan menghasilkan : Q/
a. kesepakatan tentang program; V\

b. kesepakatan tentang kegiatan; Q
c. kesepakatan tentang alokasi biaya un(%vgiatan; dan
d a

. kesepakatan tentang delegasi t kecamatan yang akan terlibat
dalam Musrenbang Kabupate rum SKPD.

é sal 42

@amatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan
dalam Pasal 41 ditandatangani oleh Camat, perwakilan
gkat kecamatan, para ketua delegasi masyarakat desa, dan
pok-kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala
enjadi peserta Musrenbang Kecamatan;

(1) Keputusan Musrenb
sebagaimana di
instansi Pemeri
representasi

srenbang Kecamatan mengenai rekapitulasi usulan Desa di Kecamatan
ana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada anggota DPRD dari
emilihan kecamatan.

Q Bagian Ketujuh
% Forum SKPD
V\ Pasal 43

(1) Bappeda selaku fasilitator menyelenggarakan forum SKPD dan/atau gabungan SKPD
edalam rangka menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan Tahunan yang dibawa
oleh delegasi Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2)
dengan Rancangan Renja-SKPD
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(2) Hasil forum SKPD atau gabungan SKPD digunakan sebagai bahan penyempurnaan
rancangan Renja-SKPD;

(3) Kepala Bappeda menyempurnakan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD
dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 44 @

Peserta Forum Kabupaten terdiri dari para Delegasi Masyarakat Kecamatan dan deleﬁa\ri
a

kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang berkaitan langsung gan
fungsi SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan. ;%’
Pasal 45 \2\
Forum-SKPD Kabupaten menghasilkan : é
a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil foru yang memuat kerangka

regulasi dan kerangka anggaran SKPD;

b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah m
Kabupaten, APBD Propinsi maupun APB
disusun menurut kecamatan dan desa/

sumber pendanaan dari APBD
rmuat dalam rancangan Renja-SKPD

c. Kesepakatan delegasai dari Forum
kelompok masyarakat skala ka -%

d. Berita Acara Forum SKPD n.

% BAB V

DALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA

@V\ Pasal 46

yang berasal dari organisasi kelompok-
ntuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

epala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

% sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 47
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(1) Kepala Satuan Perangkat Daerah
(2) Kepala Bappeda
(3) Hasil evaluasi

Q\\’&
N

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pel
rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

o}
BAB VI @‘
DATA DAN INFORMASI \2\
Pasal 49 @s

(1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan p% dan informasi yang akurat

Pasal 48

dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dlmaksud at (1) mencakup :

a. Penyelenggaraan pemerintahan
. Organisasi dan tata Iaksana tahan daerah;

b

c. Kepala Daerah, DPRD, p @ daerah, dan PNS Daerah;
d. Keuangan daerah;

e. Potensi sumber ®

f. Produk huku h;

g. Kepend @\

h. Infor %sar kewilayahan; dan

i si lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3 Dal% a penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna
|

ds guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
Q/ BAB VII

ola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
L % KELEMBAGAAN

%@ Pasal 50

(1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan
daerah di daerahnya;
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(2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh

Kepala Bappeda;

(3) Kepala Satuan Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

(4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan @

pembangunan antar desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

(1) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam per
penyusunan RPJM daerah tetap mengikuti ketentu
mengesampingkan RPJP daerah sebagai pedoman

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

ayat (1) dengan mengesampingkan

O
S

aerah ini ditetapkan,

al 4 ayat (2) dengan
i ditgentukan lain dalam

Nasional dan RPJPD Propinsi sebagai

(2) Penyusunan Dokumen RPJPD dapat l%?cgengan mengikuti ketentuan pasal 4

pedoman, kecuali ditentukan lain % ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. @

(3) Sebelum RPIMD menur@entuan dalam peraturan daerah ini ditetapkan,
at

penyusunan RKPD

n Bandung Tahun 2006 mengacu kepada Peraturan

Daerah Nomor 15 un 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten

Bandung 2001 —

N
@V\ BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

<
®® e

laksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53
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Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang g :

pada tanggal 22 Juli 2005 @
BUPATI BANDUNG, %

Diundangkan di Soreang %
pada tanggal 22 Julii 2005 Q:i
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANDUNG, §
N

NIP. 010 072

LEMBARAN BUPATEN BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D.
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